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ABSTRAK 
  Pembahasan tentang pernikahan tentu yang paling utama adalah 
membahas tentang rukun dan syarat sah nya pernikahan itu sendiri. Karena 
rukun dan syarat ini sangat mempengaruhi sah atau tidaknya suatu 
pernikahan. Selain itu yang tidak kalah menarik adalah pembahasan 
tentang mahar. Mahar adalah pemberian wajib seorang suami kepada 
istrinya. Kata wajib berarti harus ada meskipun nilainya tidak begitu besar. 
Mahar baru akan menjadi hak milik perempuan setelah adanya akad. 
Berbeda dengan hadiah peminangan yang masuk dalam kategori hibah 
yang langsung dapat dimiliki sejak saat diberikan. Di desa Sriwulan Kec. 
Limbangan Kab. Kendal ini telah terjadi praktek menggunan barang 
hadiah peminangan untuk dijadikan mahar. 
  Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui praktek barang 
pemberian peminangan yang dijadikan mahar di Desa Sriwulan, 
Kecamatan Limbangan, Kendal. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana 
tinjauan hukum Islam terhadap praktek barang pemberian peminangan 
yang dijadikan mahar di Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kendal. 
Sedangkan metode analisisnya adalah deskriptif analisis. Kajian 
permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dapat digolongkan dalam 
bentuk penelitian lapangan atau field research, yaitu kegiatan penelitian 
yang dilakukan dilingkungan masyarakat. Adapun metode pengumpulan 
data yang dipakai adalah observasi dan interview; dengan mengadakan 
pengamatan dan mewawancarai pihak yang bersangkutan dengan 
penelitian ini, dalam hal ini adalah kedua mempelai, orang tua dan modin 
desa.  
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prakteknya ketika 
acara peminangan dari pihak laki-laki memberikan hadiah-hadiah 
peminangan sebagai tanda bukti keseriusan dalam melamar. Sebelum akad 
nikah, barang-barang tersebut diminta oleh pihak laki-laki untuk dijadikan 
mahar dan dijadikan mahar dalam prosesi akad nikah. 
 
 Menurut Hukum Islam, jika dipandang dari teori hibah yakni barang 
yang sudah diberikan tidak dapat diminta kembali.  Dan hal tersebut 
memang tidak mengurangi sah nya sebuah pernikahan karena pihak 
perempuan telah menerima. Apabila semua rukun dan syarat pernikahan 
sudah terpenuhi maka pernikahannya tetap sah. Namun agar tidak terjadi 
madhorot suatu hari nanti hendaknya kebiasaan tersebut perlu untuk 
diubah.  
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MOTTO 
 
 
                           
     . 
Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka 
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang 
hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) 
yang sedap lagi baik akibatnya.” 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Pernikahan dalam Islam tergolong hal yang paling agung dan paling tinggi 
kedudukannya, karena ia hanya terjadi pada makhluk yang paling agung di bumi, 
yakni manusia yang dimuliakan Allah SWT sebagaimana firman-Nya:
1
 
                        
               
Artinya : “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami 
angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari 
yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang 
sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”2 
Seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-
hati dan dilihat dari berbagai segi. Ada beberapa motivasi yang mendorong 
seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya demikian 
pula dorongan seorang perempuan saat memilih laki-laki menjadi pasangan 
hidupnya. Yang pokok di antaranya ada 4 hal yaitu: karena kecantikan seorang 
wanita atau ketampanan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam 
mengharapkan anak keturunan; karena kekayaannya; karena kebangsawanannya, 
dan karena keberagamaannya. Di antara alasan yang banyak itu, maka yang paling 
                                                          
1
Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh 
Munakahat, Jakarta: Amzah, 2009,hlm. 9 
2
Departemen Agama Republik Indonesia,  Al Qur’an dan Terjemahnya, Semarang : CV. 
Toha Putra, 1989, hlm. 289 
 
2 
 
utama dijadikan motivasi adalah karena keberagamaannya.
3
 Hal ini dijelaskan 
Nabi dalam hadisnya yang muttafaq alaih berasal dari Abu Hurairah, yaitu: 
 َق َمهلَسَو ِهَْيلَع ُ هاللَّ ىهلَص ِِّيبهنلا ْهَع ُهْنَع ُ هاللَّ َيِضَر َةَزْيَُزه ِيَبأ ْهَع َبِهلبَِمل :ٍَعبَْرِلِ َُةأْزَمْلا ُحَكُْنت َلب
 َكاََدي َْتبَِزت ِهي ِّدلا ِتاَِذب  َْزفْظَبف َبِهنيِِدلَو َبِهلبَمَِجلَو َبِهبَسَِحلَو 
Artinya : “Dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi saw bersabda wanita dinikahi 
karena empat hal, yaitu: Hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan 
agamanya. Karena itu, carilah wanita yang taat beragama, maka 
engkau akan bahagia.” 4 
Jika seorang laki-laki telah mantap dalam memilih calon pasangannya, rela 
dengan perempuan yang dipilihnya dengan sifat-sifatnya, dan mengetahui 
kehidupannya serta menanggung kebahagiaan baginya, dan mencapai 
keinginannya, kemudian ia menyampaikan khitbah kepada perempuan tersebut. 
Peminangan adalah langkah awal menuju perjodohan antara seorang pria dan 
seorang wanita, dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan 
kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing.
5
 Hukum 
perkawinan Islam menghendaki calon mempelai saling mengenal dan memahami 
karakteristik pribadi.
6
 
Oleh karena itu, syariat Islam menghendaki pelaksanaan pranikah 
(peminangan) untuk menyingkap kecintaan kedua pasangan manusia yang akan 
melangsungkan pernikahan, agar dapat membangun keluarga yang didasarkan 
pada kecintaan yang mendalam. Dari keluarga inilah muncul masyarakat yang 
                                                          
3
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2009, hlm 
48 
4
 Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam. terj, Jakarta: Pustaka 
Amani, hlm 470 
5
Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 74 
6
Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: sinar Grafika, 2007, hlm. 9 
3 
 
baik yang dapat melaksanakan syari’at Allah dan sendi-sendi ajaran agama Islam 
yang lurus.
7
 
Mayoritas ulama fiqh, syariat, dan perundang-undangan sepakat bahwa 
tujuan pokok khitbah adalah berjanji akan menikah, jadi belum ada akad nikah. 
Khitbah tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti akad nikah. Islam menjadikan 
khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, 
yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan orang yang diinginkannya 
sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Ia seorang yang 
menyenangkan untuk ketinggian istrinya secara indrawi dan maknawi sehingga 
tidak menyusahkan hidupnya dan mengeruhkan kehidupannya.
8
 
Masing-masing calon pasangan hendaknya menentukan pilihannya sendiri 
karena mereka yang akan menjalani, jadi tidak ada hak intervensi orang lain. Hal 
ini memberikan maslahat yaitu akad nikah akan dilaksanakan berdasarkan pada 
kelapangan dan kerelaan hati kedua belah pihak. Dalam kesempatan peminangan 
ini apabila kedua belah pihak telah sepakat, kadar dan jumlah mahar juga dapat 
dibicarakan. Selain itu kebiasaan yang telah terjadi di masyarakat wanita 
terpinang telah menerima berbagai hadiah berharga dari peminang.
9
 
Hadiah dalam Islam dinamakan dengan hibah. Hibah merupakan 
pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada 
                                                          
7
Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Op. Cit, hlm. 8 
8
 Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga, Jakarta: Amzah, 2010,hlm. 66 
9
Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Op.Cit ,hlm 9 
4 
 
Allah dimana penerima bebas menggunakan barang tersebut. Benda yang sudah 
dihibahkan statusnya menjadi hak milik penerima hibah.
10
 
Benda yang dihibahkan tersebut meliputi segala macam benda, prinsipnya 
semua benda atau hak yang dapat diperjualbelikan dapat dihibahkan. Benda yang 
telah dihibahkan tidak dapat ditarik kembali, sebagaimana sabda Rasulullah : 
 ِِهئَيق ِيف ُد ىَُعي ِبْلَكل بَك ِِهَتق َدَص ِىف َِدئ بَعلا هن َِبف َِكَتق َدَص ِْيف ْدَُعت َلا َو ُهَْعتَْبت َلا 
Artinya: “Janganlah kamu membelinya dan janganlah menarik kembali 
sedekahmu itu, karena orang yang menarik kembali sedekahnya seperti 
seekor anjing yang menjilat ludahnya”11 
Berdasarkan hadits tersebut menunjukkan haram hukumnya menarik 
kembali barang yang telah dihibahkan setelah barang tersebut diterima. Ketentuan 
ini berlaku untuk pemberian kepada orang lain, terkecuali untuk anak atau cucu 
maka boleh diminta kembali.
12
 
Ini menjelaskan bahwa hadiah peminangan berupa benda-benda serta 
perhiasan yang diberikan oleh peminang maka sejak itu juga telah menjadi hak 
milik calon mempelai wanita. Pada dasarnya menurut teori hibah apabila 
peminangan tidak berlanjut ke jenjang pernikahan maka peminang tidak dapat 
menuntut pengembalian hadiah tersebut.
13 Apabila keinginan untuk membatalkan 
peminangan dari pihak laki-laki maka dia tidak berhak menarik kembali hadiah 
                                                          
10
Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat, Jakarta: 
Kencana, 2012,hlm. 158 
11
 Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Jakarta: Darussunnah, 2013, hlm. 18 
12
Ibid, hlm. 28 
 
13
 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2013,hlm 83 
5 
 
yang telah diberikannya. Sebaliknya, jika yang membatalkan dari pihak 
perempuan maka konsekuensinya adalah mengembalikan hadiah tersebut kepada 
pihak laki-laki.
14
Dalam praktik yang berlaku di sebagian masyarakat, bahwa calon 
mempelai laki-laki saat tunangan telah memberikan sejumlah pemberian, 
demikian itu dilakukan semata-mata sebagai kebiasaan yang baik sebagai tukon 
atau tondo trisno atau tanda cinta calon suami kepada calon istrinya. 
15
 
Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita 
dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar 
(maskawin). Mahar disyari’atkan Allah SWT untuk mengangkat derajat kaum 
wanita dan memperjelas bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang 
tinggi. Oleh karena itu mahar dibebankan kepada calon suami karena ia lebih 
mampu berusaha.
16
Orang lain tidak boleh mengambil apalagi menggunakannya, 
meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri.
17
 Allah 
SWT berfirman: 
                               
    
Artinya:“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu 
nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka 
menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan 
                                                          
14
Ibid,  hlm. 84 
15
Ibid, hlm 87 
16
Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Op.cit .hlm 177 
 
17
Abdul Rahman Ghozali, Op. Cit,lm. 85 
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senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan 
senang hati.”18 
Mahar diberikan langsung kepada mempelai wanita, dan sejak itu menjadi 
hak pribadinya. Adanya mahar ini sebagai akibat dari pernikahan, jika belum ada 
akad nikah maka mahar tersebut belum menjadi milik mempelai wanita. Mahar 
adalah salah satu komponen penting dalam pernikahan. Mahar adalah hak wanita, 
karena dengan menerima mahar artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki 
yang menikahinya. mempermahal mahar adalah suatu yang dibenci Islam, karena 
akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia.
19
 
Hadiah peminangan digolongkan dalam hibah, sehingga sejak saat diberikan 
maka sejak itu pula telah menjadi hak milik calon mempelai wanita, berbeda 
dengan Mahar yang tidak bisa dimiliki kecuali adanya akad nikah karena mahar 
merupakan bagian dari hukum nikah, hukum tidak akan timbul kecuali setelah 
adanya akad. Selama akad belum dilaksanakan secara sempurna, mahar menjadi 
milik peminang secara murni.
20
Agar tidak terjadi persengketaan, maka sebaiknya 
pemberian calon suami pada saat peminangan perlu dijelaskan apakah sebagai 
mahar atau sebagai hadiah karena kedua bentuk pemberian tersebut menimbulkan 
akibat hukum yang berbeda.
21
 
 
                                                          
18
Departemen Agama Republik Indonesia,  Al Qur’an dan Terjemahnya, Semarang : CV. 
Toha Putra, 1989, hlm. 77  
19
Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern, Yogyakarta: Graha 
Ilmu,2011,hlm 73 
20
 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Op. Cit, hlm. 31 
21
Ahmad Rofiq, Op. Cit, hlm 89 
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Adapun kaitannya dengan objek penelitian yakni masyarakat Desa 
Sriwulan, dimana tradisi yang berkembang yakni saat peminangan calon 
mempelai laki-laki memberikan hadiah-hadiah kepada calon mempelai perempuan 
berupa barang dan perhiasan yang kemudian ketika akad nikah hadiah tersebut 
dijadikan sebagai mahar. Fenomena ini sudah menjadi tradisi, namun apakah hal 
ini sudah sesuai dengan hukum Islam?. Hal  inilah yang mendorong penyusun 
untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenahi praktik barang pemberian 
peminangan yang dijadikan mahar, sehingga diketahui hal-hal apa saja yang 
sesuai dan tidak sesuai dengan hukum Islam berkaitan dengan hal 
tersebut.Berdasarkan fenomena tersebut di atas penyusun tertarik untuk 
mengadakan pengkajian dalam bentuk skripsi yang berjudul : “Tinjauan Hukum 
Islam Terhadap Praktik Barang Pemberian Peminangan Yang Dijadikan Mahar 
Studi Kasus di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah penulis paparkan di 
atas, penulis mengajukan beberapa pokok permasalahan sebagai bahan kajian 
dalam skripsi ini sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah praktek barang pemberian peminangan yang dijadikan mahar 
di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal 
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktek barang pemberian 
peminangan yang dijadikan mahar di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan 
Kabupaten Kendal  
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C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan Skripsi 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini mempunyai kaitan 
erat dengan langkah-langkah untuk menjawab beberapa permasalahan yang 
diajukan penulis dalam skripsi ini, ada dua yaitu: 
1. Untuk menjelaskan bagaimana praktek barang pemberian peminangan yang 
dijadikan mahar di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal 
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek barang 
pemberian peminangan yang dijadikan mahardi Desa Sriwulan Kecamatan 
Limbangan Kabupaten Kendal  
Sedangkan kegunaan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini 
yaitu: 
1. Untuk menambah khazanah intelektual tentang status pemberian hadiah 
dalam peminangan. 
2. Untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang hukum barang pemberian 
peminangan yang dijadikan mahar. 
D. Telaah Pustaka 
Untuk menghindari kesamaan tema dari berbagai penelitian yang telah 
dilakukan, maka penulis menyajikan beberapa karya tulis skripsi yang relevan 
dengan judul yang penulis teliti, di antaranya: 
Skripsi Ahmad Sofyan Effendi (042111096) Fakultas Syari’ah IAIN 
Walisongo yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembayaran 
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Mahar Di Desa Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara”.22Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa praktek pembayaran mahar di Desa Tahunan Kecamatan 
Tahunan Kabupaten Jepara dilakukan dengan memberikan barang yang belum 
lunas. Apabila disandarkan pada jenis mahar, maka pada perkawinan dengan 
mahar yang belum lunas di Desa Tahunan akan memunculkan dua kemungkinan 
jenis mahar, yakni mahar musamma apabila mahar benar-benar merupakan 
keinginan mempelai pria dan mahar mitsil apabila jumlah dan ketentuan mahar 
ditentukan oleh mempelai perempuan. Namun demikian, praktek tersebut tetap 
saja berpeluang memunculkan kemadlaratan sehingga kurang sesuai dengan 
kaidah hokum Islam, yakni kemadlaratan harus dihilangkan. 
Skripsi Nur Kholifah (062111050), Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo 
yang berjudul “Analisis Pendapat Ahmad al-Dardiri tentang Status Pemberian 
Akibat Pembatalan Peminangan”.23Dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada 
waktu upacara peminangan, yaitu calon laki-laki memberikan sebagian mas kawin 
atau pemberian lainya kepada calon perempuan seperti perhiasan dan yang 
lainnya sebagai tanda bahwa seseorang tersebut sungguh-sungguh berniat untuk 
melanjutkan jenjang pernikahan. Pemberian ini termasuk dalam pengertian hadiah 
atau hibah. Barang pemberian yang menyangkut mas kawin maka boleh diambil 
kembali karena hal ini sama seperti sesuatu yang belum sempurna menurut 
Ahmad al-Dardiri. 
                                                          
22
Skripsi Ahmad Sofyan Effendi (042111096)  “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Praktek Pembayaran Mahar Di Desa Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara” Fakultas Syari’ah, 
IAIN Walisongo Semarang. 
23
Skripsi Nur Kholifah (062111050) , “Tinjauan Pendapat Ahmad al-Dardiri tentang 
Status Pemberian Akibat Pembatalan Peminangan” Fakultas Syari’ah , IAIN Walisongo 
Semarang 
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Skripsi  Mursito (NIM: 2101061), Fak.Syari'ah IAIN Walisongo yang 
berjudul “Analisis Pendapat Al-Syafi'i Tentang Persengketaan Penerimaan 
Mahar”.24Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa menurut al-Syafi'i, apabila 
suami isteri bersengketa mengenai masalah penerimaan mahar, si isteri 
mengatakan belum menerima mahar, sedangkan suami mengatakan telah memberi 
mahar, maka yang dipegangi adalah kata- kata isteri.Kewajiban ini sangat 
mungkin dilalaikan oleh calon suami sehingga mungkin saja untuk menghindari 
dari kewajiban itu, ia kemudian mengatakan bahwa telah memberi mas kawin 
kepada perempuan itu. Dalam posisi ini wanita sebagai tertuduh maka sudah 
selayaknya diterima pengakuannya sebagai alat bukti utama.  
Skripsi Ahmad Safi’i (05350124) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Uang Antaran 
Dalam Pinangan Di desa Silo Baru Kec. Air Joman Kab. Asahan Sumatera 
Utara”.25Uang antaran adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak 
keluarga perempuan yang diwujudkan berupa uang di luar mahar. Pemberian ini 
dimaksudkan agar seorang perempuan yang diberi uang antaran tersebut bersedia 
menjadi istrinya. Adat pemberian uang antaran yang berlaku dalam masyarakat 
tersebut perlu kajian ulang agar mendapat hukum yang jelas.  
Skripsi Gatot Susanto (05350110) UIN Sunan Kalijaga berjudul “Konsep 
Pemberian Palaku (Mahar) Dalam Adat Perkawinan Di Desa Pangkalan Dewa 
                                                          
24
Skripsi  Mursito (NIM: 2101061), “Tinjauan Pendapat Al-Syafi'i Tentang 
Persengketaan Penerimaan Mahar” Fak.Syari'ah, IAIN Walisongo Semarang. 
25Skripsi Ahmad Safi’i (05350124),  “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik 
Pemberian Uang Antaran Dalam Pinangan Di desa Silo Baru Kec. Air Joman Kab. Asahan 
Sumatera Utara”  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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Kab. Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)”.26Pada 
umumnya palaku ditentukan kadar nilai dan bentuknya oleh pihak calon mempelai 
wanita. Palaku yang terlalu besar menyebabkan pihak laki-laki tidak dapat 
menjangkau. Hal ini bertentangan dengan hukum islam yang yang melarang untuk 
mempermahal atau menyulitkan mahar. 
Jurnal ilmiah karya Baiq Septia Anggraeni Fakultas hukum Universitas 
Mataram berjudul “Kedudukan Mahar Antara Gadis dan Janda Menurut Hukum 
Islam dan Hukum Adat studi Kasus di Sekarbela Kel. Karang Pule Kec. Sekarbela 
Kota Mataram”.27 Dalam penelitian ini di temukan, kedudukan mahar antara gadis 
dan janda yang di tentukan sudah menjadi tradisi adat yang berlaku pada 
masyarakat sekarbela kelurahan karang pule. Adapun faktor yang 
membedakannya yaitu: faktor pengalaman dan kebudayaan. Kesimpulanya yaitu 
kedudukan mahar adalah wajib. Mengenai besarnya mahar janda dan gadis 
memang berbeda dengan berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan ajaran 
kemudahan yang di anjurkan islam.  
Bertitik tolak dari uraian di atas, maka setidaknya dapat diketahui bahwa 
judul skripsi yang dikaji penulis memiliki pokok permasalahan yang berbeda 
dengan beberapa judul yang telah diuraikan. Keunggulan skripsi ini adalah 
membahas tentang kebiasaan masyarakat yang memberikan hadiah-hadiah saat 
                                                          
26
Skripsi Gatot Susanto (05350110), “Konsep Pemberian Palaku (Mahar) Dalam Adat 
Perkawinan Di Desa Pangkalan Dewa Kab. Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif 
Hukum Islam)” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
27
 Jurnal Ilmiah Baiq Septia Anggraeni, “Kedudukan Mahar Antara Gadis dan Janda 
Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat studi Kasus di Sekarbela Kel. Karang Pule Kec. 
Sekarbela Kota Mataram” Universitas Mataram. 
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peminangan yang berupa benda dan perhiasan, yang ketika akad pernikahan 
hadiah tersebut dijadikan sebagai mahar. 
E. Metode Penulisan Skripsi 
1. Jenis Penelitian 
Kajian permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dapat 
digolongkan dalam bentuk penelitian lapangan atau field research, yaitu 
kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu baik di 
lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga 
pemerintah.
28
 Dalam hal ini, realitas hidup yang ada dalam masyarakat 
menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. 
Sebagai sebuah penelitian lapangan, data yang akan dikumpulkan 
adalah data yang berkaitan dengan praktik barang pemberian peminangan 
yang dijadikan mahar di Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan Kabupaten 
Kendal. Penggunaan hadiah peminangan menjadi mahar ini berawal dari 
tradisi masyarakat yang memberikan hadiah berupa barang-barang dan 
perhiasan saat peminangan kepada calon mempelai wanita yang kemudian 
ketika akad nikah barang-barang yang telah dihibahkan tersebut dijadikan 
mahar. 
Kemudian data-data tersebut di atas didukung sumber informasi dan 
teori yang diambil dari literatur yang ada, yang berkaitan dengan 
permasalahan tersebut. Setelah data-data terkumpul barulah dianalisis dengan 
                                                          
28
Surnadi Suryabrata, Metodologi Penelitian,  Jakarta : PT. Raja Grafindo, Cet-VII, 2007, 
hlm.36 
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teori tentang peminangan, pemberian hadiah peminangan dan konsep mahar 
yang ada dalam Islam. 
2. Sumber data 
Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat 
diperoleh.
29
 Secara umum dalam penelitian biasanya sumber data dibedakan 
antara data primer dan data sekunder. 
a. Data primer 
Jenis data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama 
melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, 
dan observasi.
30
Data diperoleh dari hasil penelitian secara langsung dari 
sumber data lapangan, dalam hal ini adalah melakukan interview kepada 
pasangan pengantin yang telah menikah dan melakukan praktek tersebut atau 
pihak lain yang berkaitan dengan hal tersebut seperti modin desa, penghulu 
dan juga orang tua dari pasangan pengantin. 
b. Data sekunder 
Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai 
pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang 
mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat 
memperkuat data pokok.
31
 Maksudnya data ini diperoleh dari kepustakaan, 
buku-buku, atau tulisan yang berhubungan dengan peminangan, mahar dan 
sumber data lain yang diperlukan. 
                                                          
29
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pendek, Jakarta : PT. 
Rineka Cipta,  1998, hlm. 114. 
30
Saifudin Azwar MA, Metode Penelitian,Yogyakarta: Pustaka Pelajar : Cet- VIII, 2007, 
hlm.36 
31
Surnadi Suryabrata, Metodologi penelitian,Jakarta : Raja Grafindo, Cet-10, 1997,hlm.85 
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3 Metode Pengumpulan Data 
Adapun metode pengumpulan data yang dipakai adalah : 
a. Metode Observasi,  
Metode observasi yaitu cara dan teknik pengumpulan data dengan 
melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala atau 
fenomena yang ada pada obyek penelitian.
32
 Observasi ini merupakan 
langkah awal dari penelitian yang akan dilakukan, yang memberikan 
gambaran secara global kepada peneliti.  
Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data melalui 
pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki tentang 
praktik barang pemberian peminangan yang dijadikan mahar di Desa 
Sriwulan Kec. Limbangan Kab. Kendal dan sumber data lain yang 
diperlukan. 
b. Interview 
Interview yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab 
yang dilakukan dengan sistematik dan berlandaskan pada tujuan penelitian.
33
 
Kebanyakan referensi menyatakan bahwa metode ini sangat efektif untuk 
mendapatkan data yang akurat, karena untuk mendapatkan data tersebut harus 
ditanyakan langsung kepada responden.  
 
                                                          
32
Ibid, hlm. 68. 
33
Ibid., hlm. 75.  
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Pada pelaksanaan interview, pewawancara hanya menanyakan garis 
besarnya saja. Tanya jawab ini dilakukan oleh peneliti kepada pasangan 
pengantin yang telah melaksanakan pernikahan dan melakukan tradisi 
tersebut untuk mengetahui praktik barang pemberian peminangan yang 
dijadikan mahardi Desa Sriwulan Kec. Limbangan Kab. Kendal atau pihak 
lain yang berkaitan dengan hal tersebut seperti modin desa, penghulu dan 
juga orang tua dari pasangan pengantin. Untuk penelitian ini, penulis 
mengadakan wawancara dengan 10 orang yang telah melaksanakan kebiasaan 
tersebut dan beberapa orang yang dapat dijadikan informan sebagai sumber 
data. 
3. Metode Analisis Data 
Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 
tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah 
dituliskan dalam catatan lapangan, serta dokumentasi.
34
 
Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan dan cukup 
memadai, maka data-data tersebut penulis analisis dengan mengunakan 
metode deskripsi.  Pada umumnya penelitian deskripif merupakan penelitian 
non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan 
hipotesis. Penelitian deskriptif sering dibedakan atas dua jenis penelitian 
menurut proses sifat dan analisis datanya, yaitu : riset deskriptif yang bersifat 
eksploratif dan riset deskriptif yang bersifat developmental. Pengujian 
                                                          
34
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 
1989, hlm.190. 
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datanya dibandingkan dengan suatu kriteria atau standar yang sudah 
ditetapkan terlebih dahulu pada waktu menyusun desain penelitian.
35
 
Penulis menggunakan metode ini untuk mendeskripsikan dan 
menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan peminangan dan juga konsep 
mahar. Setelah data dikumpulkan kemudian data yang diperoleh tersebut 
dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi 
pada praktek barang pemberian peminangan yang dijadikan mahar di Desa 
Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Metode ini sangat 
penting untuk memudahkan penulis sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas 
bagaimana praktek barang pemberian peminangan yang dijadikan mahar di 
Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dan dapat pula 
disimpulkan bagaimana praktek dan kebiasaan tersebut  menurut hukum 
Islam.  
F. Sistematika Pembahasan 
 
Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, penulis membagi 
pembahasan dalam skripsi ini menjadi 5 (lima) bab, setiap bab terdiri dari sub 
bab, pembagian penulisan dengan cara demikian ini dimaksudkan untuk 
memudahkan dan mengetahui arah pembahasan dalam skripsi ini. Berikut 
sistematika pembahasan yang dapat penulis paparkan. 
Skripsi ini diawali dengan Bab I yang berisi pemaparan tentang 
pendahuluan yang meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, 
                                                          
35
Suharsimi Arikunto, Op. Cit,hlm. 194-196 
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tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan 
skripsi dan sistematika penulisan skripsi. 
Bab II merupakan landasan teori yang berisi tinjauan umum tentang 
peminangan, pemberian hadiah dalam peminangan serta konsep mahar. 
Pada Bab III penulis kemukakan tentang gambaran umum wilayah 
Desa Sriwulan Kec. Limbangan Kab. Kendal, serta menyajikan objek yang 
bersifat khusus di dalamnya juga berisi tentang praktek barang pemberian 
peminangan yang dijadikan mahar di Desa Sriwulan Kec. Limbangan Kab. 
Kendal. 
Pokok yang terkandung dalam Bab IV adalah pertama, analisis 
praktek barang pemberian peminangan yang dijadikan mahar di Desa 
Sriwulan Kec. Limbangan Kab. Kendal dan kedua, analisis hukum Islam 
terhadap praktek barang pemberian peminangan yang dijadikan mahar di 
Desa Sriwulan Kec. Limbangan Kab. Kendal. 
Dalam Bab V akan diuraikan tentang kesimpulan dari pembahasan 
permasalahan yang telah dikaji pada bab sebelumnya, saran-saran dan 
penutup sebagai rangkaian dari penulisan skripsi. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG PEMINANGAN DAN MAHAR 
A. Peminangan 
1. Pengertian Peminangan 
Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang”, dalam bahasa Arab disebut 
Khithbah. Peminangan adalah upaya ke arah terjadinya perjodohan antara pria dan 
wanita. Meminang disebut juga melamar. Menurut etimologi meminang atau 
melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang 
lain). Menurut terminologi peminangan ialah upaya ke arah terjadinya hubungan 
perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki 
meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara 
yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.
1
 Peminangan merupakan 
pendahuluan perkawinan, disyari‟atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan 
tujuan agar setelah memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian, 
kesadaran dan kesadaran masing-masing.
2
  
Hukum perkawinan Islam menghendaki calon mempelai saling mengenal satu 
sama lain. Calon suami melakukan pinangan berdasarkan kriteria calon istri yang 
didasarkan oleh Hadits Nabi Muhammad SAW yaitu wanita dikawini karena 
empat hal yakni hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya.
3
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Khitbah merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, dan 
merupakan langkah-langkah menuju pernikahan meskipun khitbah tidak berurutan 
dengan mengikuti ketetapan yang merupakan dasar dalam jalan penetapan dan 
oleh karena itu seharusnya dijelaskan dengan keinginan yang benar dan kerelaan 
penglihatan. Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-
sifat orang yang dicintai.
4
 
2. Dasar Hukum Peminangan 
Peminangan sangat dianjurkan agar kedua mempelai dapat saling mengenal 
satu sama lain. Ini berarti peminangan lebih banyak manfaat daripada 
madlaratnya. Semua hal tentang kehidupan telah diatur secara jelas Baik dalam Al 
Qur‟an maupun Hadits begitu juga berbagai hal tentang peminangan. 
Sebagaimana disebutkan dalam Al Qur‟an Surah Al Baqarah ayat 235 sebagai 
berikut: 
                                
                           
                                 
                
Artinya : “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan 
sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini 
mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan 
menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu 
Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali 
sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan 
janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, 
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sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah 
mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, 
dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyantun.”5 
Mayoritas Ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun 
merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Karena didalamnya 
terdapat pesan moral dan tata krama untuk mengawali rencana membangun rumah 
tangga yang diharapkan sakinah, mawaddah wa rahmah.
6
 Laki-laki yang hendak 
meminang wanita dibolehkan untuk melihat kepada hal-hal yang telah umum dan 
memang diperbolehkan untuk dilihat. Ini bisa dilakukan tanpa sepengetahuan 
calon mempelai perempuan dan tanpa berkhalwat atau berduaan saja dengan 
wanita tersebut, juga harus disertai dengan muhrimnya.
7
 
 Hadits menetapkan boleh melihat perempuan yang dipinang namun ada batas-
batas yang boleh dilihat. Jumhur ulama menetapkan yang boleh dilihat adalah 
wajah dan kedua telapak tangan yang merupakan batasan aurat bagi perempuan. 
Alasan melihat wajah karena dapat melihat kecantikannya sedangkan dengan 
melihat telapak tangannya dapat diketahui kesuburan badannya. Sedangkan 
menurut pendapat Al Awza‟iy berpendapat boleh melihat bagian-bagian yang 
berdaging, menurut Daud Zhahiri boleh melihat semua badan karena Hadits Nabi 
tidak menyebutkan batas-batasannya. Adapun waktu diperbolehkan melihat 
perempuan itu hanya pada saat peminangan saja. Peminangan adalah suatu usaha 
yang dilakukan mendahului perkawinan, baik pihak laki-laki maupun perempuan 
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boleh saja membatalkan pinangan tersebut. Hubungan antara laki-laki dan 
perempuan dalam masa peminangan adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan 
perempuan asing.
8
 
3. Tata Cara Peminangan 
Peminangan dilaksanakan sebelum berlangsungnya akad perkawinan. Hal ini 
sudah menjadi budaya yang berkembang di masyarakat dan dilaksanakan sesuai 
dengan tradisi masyarakat setempat. Diantaranya pihak laki-laki mengajukan 
pinangan kepada pihak perempuan dan bahkan adakalanya pihak perempuan yang 
mengajukan pinangan terhadap pihak laki-laki. Syari‟at menetapkan aturan-aturan 
tertentu dalam pelaksanaan peminangan ini.
9
 
Sebelum mengajukan pinangan perlu diketahui dengan jelas tentang 
peminangan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Pasal 12 KHI 
menjelaskan pada prinsipnya peminangan dapat dilakukan terhadap seorang 
wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya. 
Selain itu terdapat pula larangan pinangan terhadap wanita yang terdapat dalam 
Pasal 12 ayat (2), (3) dan (4) yakni sebagai berikut: 
a. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj‟iah, 
haram dan dilarang untuk dipinang. 
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b. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang oleh orang 
lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan 
secara jelas dari pihak wanita. 
c. Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya 
hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah 
menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang. 
Dari keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan syarat wanita yang boleh 
dipinang yaitu: 
a. Wanita yang dipinang bukan istri seseorang. 
b. Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan orang lain. 
c. Wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah raj’i, karena bekas suami 
masih bisa merujukinya. 
d. Wanita dalam masa iddah wafat hanya boleh dipinang dengan sindiran 
(kinayah) 
e. Wanita dalam masa iddah bain shughro oleh bekas suaminya. 
f. Wanita dalam masa iddah bain kubro boleh dipinang bekas suaminya 
setelah menikah dengan laki-laki lain lalu bercerai.  
Dalam peminangan laki-laki yang meminang dapat melihat wanita yang 
dipinangnya. Melihat perempuan yang dipinang, hukumnya sunnah. Ini berarti 
sangat dianjurkan. Dengan melihat calon istrinya akan dapat diketahui 
23 
 
identitas maupun pribadi wanita yang akan dikawininya.
10
 Sebagaimana 
Sabda Rasulullah SAW: 
 ْمُك ُدََحا ََبطَخاِّذا ََةاْرَمْلا  َع بََطتْس ا ِن َِبف  َُرظَْني ْن َا  ْلَعَْفيَْلف َبهِح بَِكن َىل ِا اْىُع َْدي بَم َىِلا َبهْنِم
) دود ىب أ و دمح أ ه اور( 
Artinya: “Apabila seseorang diantara kamu meminang seorang perempuan, 
jika ia dapat, maka ia dapat melihatnya, agar dapat mendorongnya 
untuk menikahinya maka laksanakanlah”  (Riwayat Ahmad dan Abu 
Dawud)
11
 
Setelah perempuan itu memenuhi kriteria yang boleh dipinang, selanjutnya 
laki-laki boleh mengajukan sendiri pinangannya atau dapat pula dengan 
seorang perantara yang dapat dipercaya. Diperbolehkan bagi laki-laki yang 
akan meminang wanita yang masih dalam masa iddah dengan sindiran seperti 
“saya suka dengan wanita sepertimu”. Imam Ibnul Qayyim berkata 
“diharamkan meminang wanita dalam iddahnya dengan terang-terangan, 
walaupun iddah tersebut adalah iddahnya seorang wanita yang ditinggal wafat 
suaminya”. 12 
Diharamkan pula meminang wanita yang masih dalam pinangan laki-laki 
lain. Barangsiapa yang meminang seorang perempuan kemudian telah 
diterima, maka orang lain dilarang meminangnya sampai ada pembatalan 
pinangan yang pertama. Haram hukumnya seorang muslim meminang wanita 
yang masih berada dalam pinangan orang lain karena itu dapat merusak hak 
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peminang pertama dan dapat menimbulkan permusuhan di antara manusia. Ini 
merupakan larangan yang sangat ditegaskan dalam agama, bahkan perbuatan 
tersebut mengandung dosa besar dan ancaman siksa yang berat. Seorang 
muslim harus menjaga kehormatan diantara kaum muslimin yang lain karena 
hal ini sangat mulia. Maka janganlah seseorang meminang wanita pinangan 
orang lain, janganlah membeli barang yang telah ditawar orang lain, dan 
janganlah menyakiti walau dengan apa pun juga.
13
 
Ibnu Qasim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan larangan tersebut 
adalah jika seorang yang baik (saleh) meminang di atas pinangan orang saleh 
pula. Sedangkan apabila peminang pertama tidak baik, sedangkan peminang 
kedua adalah baik, maka pinangan semacam ini diperbolehkan.
14
 
A. Pemberian Hadiah Dalam Peminangan 
1. Ketentuan Hadiah Dalam Islam 
Hibah artinya pemberian atau hadiah, yaitu suatu pemberian yang dilakukan 
secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharap balasan 
apa pun. Jumhur ulama mendefinisikannya sebagai akad yang mengakibatkan 
harta seseorang tanpa ganti rugi yang dilakukan selama keadaan masih hidup 
kepada orang lain secara sukarela.
15
 
Dalam kitab Al-Hujjah Al-Balighah disebutkan, hadiah itu dimaksudkan 
untuk mewujudkan kasih sayang diantara sesama manusia. Dan maksud tersebut 
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tidak akan terwujud kecuali dengan memberikan balasan yang serupa. Suatu 
hadiah dapat menjadikan orang yang memberi dapat menimbulkan kecintaan pada 
diri penerima hadiah kepadanya. Selain itu tangan diatas lebih baik daripada 
tangan dibawah.
16
   
Hukum menarik kembali hadiah yang telah diberikan adalah haram, 
sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 
 َّن َِبف َِكَتق َدَص ِْيف ْدَُعت َلا َو ُوَْعتَْبت َلا بَك ِِوَتق َدَص ِىف َِدئ بَعلا ِِوئَيق ِيف ُد ىَُعي ِبْلَكل  
Artinya: “Janganlah kamu membelinya dan janganlah menarik kembali 
sedekahmu itu, karena orang yang menarik kembali sedekahnya seperti 
seekor anjing yang menjilat ludahnya”17 
Hadits diatas menunjukkan pengharaman menarik kembali suatu 
pemberian, tanpa harus melihat pada perumpamaan yang di dalamnya terdapat 
perbedaan pendapat antara makruh dan haram.
18
 
 Al Hibah dalam bahasa Arab berarti tabarru‟ (pemberian) dan tafadhdhul 
(anugerah). Sedangkan menurut istilah pemberian hak milik suatu harta (kepada 
orang lain sehingga kemudian harta ini menjadi milik orang tersebut) seketika itu 
juga tanpa imbalan. Dengan demikian, hibah ini berbeda dengan wakaf karena 
wakaf bukan tamlik (pemberian hak milik). Hibah juga bukan peminjaman karena 
peminjaman ialah pemberian manfaat, bukan pemberian hak milik. Hibah juga 
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berbeda dengan wasiat karena wasiat adalah pemberian hak milik harta sesudah si 
pemberi wasiat itu meninggal, bukan saat itu juga. Demikian pula hibah bukan 
jual beli karena jual beli adalah tamlik dengan imbalan, sedangkan hibah adalah 
tamlik tanpa imbalan. Para fuqaha mengingatkan bahwa hibah tidak menuntut 
imbalan, tidak pula menolak imbalan. Jadi hibah boleh dengan imbalan, boleh 
juga tanpa imbalan. Dengan demikian seseorang boleh saja menghibahkan sesuatu 
kepada orang lain dengan syarat si penerima hibah menghibahkan pula sesuatu 
kepadanya, atau melakukan sesuatu untuknya.
19
 
       Syarat-syarat hibah yang harus dipenuhi yaitu: 
1. Ijab oleh penghibah dan qabul oleh penerimanya. Untuk ini cukup apa apa 
saja yang menunjukkan adanya kerelaan, baik dalam bentuk ucapan 
maupun perbuatan.  
2. Penghibah dan penerimanya harus berakal, baligh, dan berkehendak 
karena hibah harus dilakukan dengan ijab dan qabul serta penerimaan. 
Sedangkan orang yang tidak sempurna (akal dan umurnya) dan orang-
orang yang dipaksa tidak sah melakukan ijab dan qabul. Tidak pula 
penerimanya. 
3. Orang yang menerima hibah haruslah orang yang boleh menggunakan 
barang yang dihibahkan. Untuk itu, hibah mushaf untuk non muslim tidak 
sah. 
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4. Tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum ada, seperti buah pohon 
yang belum muncul. Sebab hibah ialah penyerahan saat itu juga. 
5. Mereka sepakat bahwa penerimaan marupakan syarat, tetapi mereka 
berselisih pendapat, apakah ia syarat sah nya hibah ataukah syarat 
mengikat. 
6. Fuqaha sepakat bahwa barang yang dihibahkan boleh berupa benda 
dengan wujud nyata, boleh juga berupa sesuatu yang umum. 
7. Tidak disyaratkan pengetahuan tentang ukuran dan jumlah yang 
dihibahkan.
20
 
Penerimaan atau serah terima barang yang dihibahkan sama seperti 
penerimaan barang yang dijual, ia berbeda menurut perbedaan sifat barang 
tersebut. Penerimaan barang yang tak bergerak ialah yang dengan membiarkan 
barang tersebut menjadi milik penerima hibah. Sedangkan penerimaan barang 
yang bergerak ialah dengan serah terima dari tangan ke tangan. Tolok ukurnya 
ialah bahwa sesuatu yang dihibahkan itu menjadi milik penerima hibah 
sehingga dia dapat memperlakukannya sebagai miliknya tanpa halangan 
apapun.
21
 
       Menurut Islam, hibah adalah ungkapan tentang pengalihan kepemilikan 
atas suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain. Pemberian yang 
dilakukan karena mengharapkan pahala dari Allah dinamakan sedekah. Hibah 
dianggap sebagai suatu pengelolaan harta yang dapat menguatkan hubungan 
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kekerabatan dan dapat merekatkan rasa kasih sayang di antara manusia. Islam 
menentukan aturan-aturan umum yang dapat mengatur masalah hibah agar 
pemberian hibah tidak bertentangan dengan hukum dan aturan warisan atau 
mengakibatkan retaknya hubungan keluarga. Di antara aturan-aturan yang 
dimaksud adalah: 
a. Sesuatu yang dihibahkan itu harus diketahui, karena hibah atas sesuatu 
yang tidak diketahui dapat menjurus pada penipuan. 
b. Terpenuhinya rukun-rukun hibah yaitu: 
8. Orang yang memberi yaitu pemilik benda yang akan dihibahkan 
disyaratkan harus merdeka, dewasa, berakal, tidak dipaksa, tidak 
mempunyai hutang, dan pengelolaan hartanya tidak dilarang. 
9. Barang yang dihibahkan, yaitu suatu barang yang menjadi objek hibah. 
10. Orang yang menerima hibah, yaitu oarang yang menerima barang hibah 
dari orang yang memberi hibah. 
11. Ucapan hibah, yaitu sesuatu yang diucapkan dari orang yang memberi 
hibah yang menunjukkan terjadinya hibah dengan format yang ditetapkan. 
12. Tidak boleh menghibahkan suatu benda yang diperoleh dengan jalan 
ghasab. 
Penerima barang hibah yang diperoleh dengan jalan ghasab wajib 
mengembalikan barang tersebut kepada orang yang berhak memilikinya, 
meskipun orang yang memberikan hibah telah meninggal dunia. Selain itu 
kita pun tidak boleh menghibahkan sesuatu yang menjadi jaminan. 
13. Pemberian hibah harus ditulis dan disaksikan orang lain 
29 
 
Adanya saksi dalam pemberian hibah disyaratkan agar hibah tidak 
menimbulkan konflik di antara orang-orang yang berhubungan dengannya. 
14. Pemberian hibah tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan umum 
yang berkenaan dengan warisan.
22
 
Berdasarkan pasal 1666 dan pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata Indonesia (BW), hibah adalah pemberian oleh seseorang kepada orang 
lainnya secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang 
bergerak maupun barang tidak bergerak pada saat pemberi hibah tersebut 
masih hidup.
23
 
Menurut jumhur ulama pemberian haram diminta kembali dalam keadaan 
apa pun sekalipun antara saudara atau suami isteri kecuali jika pemberian 
hadiah itu adalah dari seorang ayah kepada anaknya.
24
 
2. Praktek Pemberian Hadiah dalam Peminangan 
Selama proses peminangan berlangsung, dianjurkan bagi kedua calon 
dengan disertai keluarga masing-masing untuk melakukan pertemuan. 
Pertemuan tersebut seharusnya dilakukan secara sopan dan dalam batas-batas 
yang telah ditetapkan agama. Selain untuk mempererat jalinan silaturahmi, 
pertemuan tersebut juga digunakan untuk memberi kesempatan bagi kedua 
calon pasangan tersebut untuk saling lebih mengenal. Dianjurkan pula bagi 
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pihak laki-laki untuk memberikan hadiah kepada pihak perempuan selama hal 
itu tidak memberatkan pihak laki-laki. Pemberian hadiah ini tidak diniatkan 
sebagai tali pengikat namun hanyalah untuk semakin mempererat silaturahmi 
diantara kedua belah pihak.
25
 
Akan tetapi terkadang salah satu pihak antara peminang dan wanita 
terpinang menggunakan cara pengikat atau pembebanan materi. Fuqaha 
sepakat jika mahar telah diserahkan maka jika pinangan itu dibatalkan boleh 
memintanya kembali. Mahar tidak bisa dimiliki kecuali adanya akad nikah 
karena mahar merupakan bagian dari hukum nikah, hukum tidak akan timbul 
kecuali setelah adanya akad. Selama akad belum dilaksanakan secara 
sempurna, mahar menjadi milik peminang secara murni, maka baginya boleh 
meminta kembali dalam segala kondisi. Dengan demikian, jika mahar yang 
diserahkan masih ada, wajib dikembalikan. Jika barangnya sudah tidak ada 
atau rusak maka diganti. Wanita terpinang belum berhak memiliki apa yang 
telah diterima karena akad yang menyebabkannya dan menyebabkan nafkah 
belum terealisasikan.
26
 
       Adapun hadiah menurut ulama Hanafiyah seperti hukum hibah 
(pemberian). Bagi peminang boleh meminta kembali jika barangnya masih 
ada. Jika barangnya rusak maka peminang tidak berhak meminta kembali. 
Ulama Syafi‟iyah berpendapat hadiah tersebut wajib dikembalikan secara 
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utuh jika masih ada. Atau dikembalikan harganya jika barang tersebut telah 
rusak. Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa bagi orang yang membatalkan 
pinangannya tidak berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan baik 
hadiahnya itu masih ada ataupun tidak. Yang berhak meminta kembali hadiah 
adalah pihak yang tidak menggagalkan pinangan. Pendapat ini lebih rasio dan 
logis karena pembatalan peminangan itu  berarti menyakiti dan mencela 
wanita terpinang. Layaknya wanita ini jangan dibebani dua beban, yakni 
sakitnya dipisah dan tuntutan pengembalian hadiah. 
27
   
Hadiah pertunangan dianggap sebagai sesuatu yang dapat mengikat rasa 
cinta untuk menguatkan hubungan antara laki-laki peminang dan perempuan 
yang dipinang. Hadiah pertunangan ini hukumnya boleh jika tidak 
menyulitkan kadua belah pihak, sebab Allah tidak membebankan sesuatu 
diluar kemampuannya. Apabila pertunangan itu batal, para ulama fiqh 
mengemukakan dua jawaban yaitu: 
1) Jika pembatalan dari pihak laki-laki yang meminang, maka laki-laki itu 
tidak boleh mengambil kembali hadiah pertunangan yang telah 
diberikannya kepada wanita yang akan dipinang. 
2) Jika pembetalan pertunangan berasal dari pihak wanita maka ia harus 
mengembalikan hadiah pertunangan itu kepada laki-laki yang 
meminangnya. Jika hadiah itu telah rusak, dia harus menggantinya dengan 
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harga sebanding dengan hadiah itu, kecuali jika pihak laki-laki telah 
merelakannya.
28
 
B. Konsep Mahar Dalam Islam 
1. Pengertian Mahar 
Mahar dalam bahasa arab disebut dengan delapan nama yaitu: mahar, shadaq, 
nihlah, faridhah, hiba‟, ujr, „uqar, dan alaiq. Keseluruhan kata tersebut 
mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima. 
Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah 
pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon 
suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon 
suaminya. 
29
 
Dalam kitab-kitab fiqh meskipun mahar hukumnya wajib namun tidak 
mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah. Oleh karena itu dapat 
disimpulkan bahwa mahar yaitu pemberian khusus yang bersifat wajib berupa 
uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai 
perempuan akibat berlangsungnya akad nikah. Oleh karena itu, pemberian wajib 
yang diberikan mempelai laki-laki tidak dalam kesempatan akad nikah atau 
setelah akad nikah tidak disebut mahar namun dinamakan nafaqah. Demikian pula 
pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah namun 
tidak kepada mempelai perempuan juga tidak dinamakan mahar.
30
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           Mahar atau maskawin adalah merupakan barang pemberian yang dilakukan 
seorang laki-laki kepada istrinya di saat dilakukan akad nikah dan merupakan 
salah satu syarat sahnya pernikahan. Apabila seorang lelaki memberikan barang 
kepada calon istrinya sebelum akad nikah dimulai atau yang dalam masyarakat 
dinamakan tukon atau peningset, hal semacam ini sama sekali bukan termasuk 
maskawin atau mahar. Demikian halnya apabila pemberian barang diserahkan 
oleh seorang laki-laki kepada istrinya setelah akad nikah, maka pemberian 
tersebut adalah merupakan hadiah. Selain itu Rasulullah SAW juga membenarkan 
tradisi orang tua atau orang lain yang berstatus sama dengan orang tuanya untuk 
diberi hadiah karena saudara perempuannya atau anak perempuannya telah 
diambil sebagai istri oleh seorang laki-laki. Perbuatan memberi hadiah semacam 
ini merupakan suatu tindakan yang dipuji Rasulullah SAW sebab beliau 
mengatakan bahwa pemberian yang paling baik dilakukan oleh seseorang adalah 
pemberian yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada saudara istri yang telah 
dinikahinya. 
31
 
Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang 
dilakukan pada waktu akad nikah, karena sesudah itu akan timbul kewajiban 
materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk 
kelangsungan hidup perkawinan itu. Dengan pemberian mahar, suami 
dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya. 
2. Dasar Hukum Mahar 
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Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita 
dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak menerima mahar. 
Sebagaimana Firman Allah sebagai berikut: 
                                   . 
Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka 
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang 
hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) 
yang sedap lagi baik akibatnya.”32 
                             
                                 
               
Artinya : “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , 
sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka 
harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari 
padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali 
dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang 
nyata ?(20) 
Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu 
telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan 
mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang 
kuat.”(21)33 
 
Pada prinsipnya maskawin harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang 
haram dipakai, dimiliki atau dimakan. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa mahar 
harus berupa sesuatu yang dapat ditukar artinya harus berbentuk benda. Menurut 
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Rahmat Hakim sesuatu yang bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran tetapi 
bersifat subjektif sehingga tidak harus berbentuk benda.
34
 
Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut: 
a. Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, 
walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi 
jika mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah. 
b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar barang haram 
dan tidak berharga. 
c. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik 
orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya 
karena berniat akan mengembalikannya nanti. Memberikan mahar dengan 
barang hasil ghasab tidak sah tetapi akadnya tetap sah. 
d. Bukan barang yang tidak jelas keadannya. Tidak sah mahar dengan 
memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan 
jenisnya.
35
 
Mengenai besarnya mahar para fuqaha telah sepakat bahwa mahar tidak 
ada batas tertinggi namun berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Mahar 
merupakan salah satu syarat adanya perkawinan dalam Islam. Pembayaran mahar 
tidak boleh dengan memaksakan diri yang bahkan tergolong pemborosan. Dalam 
menetapkan maskawin harus benar-benar memperhatikan kemampuan calon 
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suaminya, calon istri yang baik ialah yang tidak memberatkan calon suaminya 
dalam menetapkan maskawin atau mahar.
36
 
Tidak ada batasan minimum maupun maksimum bagi kadar maskawin. 
Istri harus dapat menampakkan bahwa maskawin memiliki nilai maknawi sebagai 
tanda kasih sayang suami padanya serta sebagai simbol bagi kemuliaan dan 
keagungannya. Sekarang ini muncul pandangan keliru yang menganggap 
maskawin bisa diperoleh dengan tawar-menawar. Semakin mahal maskawin 
merupakan bukti nilai istri. Menganggap istri sebagai sesuatu yang bisa dinilai 
dengan harta.
 37
 
Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan dan 
kebiasaan masyarakat. Mahar boleh diberikan dengan kontan atau hutang. Namun 
disunnahkan membayar kontan sebagian. Ulama fiqh berbeda pendapat tentang 
mahar yang dihutang. Sebagian berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh 
diberikan secara hutang keseluruhan, dan sebagian yang lain berpendapat boleh 
ditunda pembayarannya tetapi dianjurkan untuk membayar sebagian mahar ketika 
akan menggauli istrinya.
38
  
Seorang suami wajib membayar mahar kepada istrinya, walaupun mahar itu 
baru dijanjikan dan belum dilunasi. Apabila seorang laki-laki telah melakukan 
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akad nikah berarti keduanya telah sah sebagai suami istri dan diperkenankan 
untuk berhubungan badan meskipun belum membayar mahar sedikit pun.
39
 
Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah mahar. Sebagian berpendapat 
bahwa mahar itu diberikan sesuai dengan kesepakatan diantara calon pengantin. 
Pendapat ini dikemukakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi‟i, Imam Ahmad 
dan Ishaq. Sedangkan Imam Maliki berpendapat mahar itu tidak boleh kurang dari 
seperempat dinar. Sebagian penduduk Kufah berpendapat bahwa mahar itu tidak 
boleh kurang dari sepuluh dirham dan mahar wajib hukumnya menurut Al-Qur‟an 
dan As-Sunnah. Dari Uqbah bin Amir ia berkata : bahwa Rasulullah pernah 
bersabda: “sebaik-baik mahar adalah yang paling meringankan” Nabi tidak pernah 
memberikan batasan pada mahar, lebih atau kurang. Karena kebiasaan dalam 
memberikan perhatian sangatlah beragam dan keinginan-keinginan pun berbeda-
beda. Selain itu kesulitan yang ada pada setiap individu berbeda pula, sehingga 
tidak mungkin diberikan batasan kepada mereka. Tidak diperkenankaan berlebih-
lebihan didalam memberikan mahar kepada wanita. Karena hal itu menjadi 
kemuliaan di dunia atau dapat menjadikan ketakwaan di sisi Allah, maka tentu 
Nabi SAW yang lebih utama di dalam melakukan hal itu daripada kalian. 
Berlebih-lebihan di dalam memberikan mahar merupakan sesuatu yang 
dimakruhkan. 
40
 
3. Macam-macam Mahar 
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Ulama sepakat bahwa berlakunya kewajiban membayar mahar adalah 
dengan berlangsungnya akad nikah yang sah. Dan wajib membayar seluruh 
mahar ada dua syarat yaitu hubungan kelamin dan matinya salah seorang 
diantara keduanya setelah berlangsungnya akad. Hal ini berdasarkan pada QS 
Al Baqarah ayat 237 
                             
                             
                    
Artinya: “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur 
dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan 
maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu 
tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau 
dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan 
kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan 
keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat 
segala apa yang kamu kerjakan.”41 
Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam yaitu: 
a. Mahar Musamma 
Mahar musamma yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar 
dan besarnya ketika akad nikah. Mahar musamma sebaiknya diserahkan 
langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya selesai pelaksanaan 
kewajiban. Namun dalam keadaan tertentu dapat juga tidak tunai. Ulama fikih 
sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar musamma harus diberikan secara 
penuh apabila: 
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1. Telah bercampur (bersenggama) sebagaimana Firman Allah SWT 
An Nisa ayat 20. 
                        
                     
Artinya : “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, 
sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka 
harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari 
padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya 
kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan 
(menanggung) dosa yang nyata ?”42 
 
2. Salah satu dari suami istri meninggal 
Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah 
bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab 
tertentu seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata 
janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi kalau istri dicerai 
sebelum bercampur hanya wajib dibayar setengahnya
43
, sebagaimana Firman 
Allah SWT:  
                             
                             
                    
Artinya : “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur 
dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan 
maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu 
tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau 
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dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan 
kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan 
keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat 
segala apa yang kamu kerjakan.”44 
b. Mahar mitsil (sepadan) 
Mahar mitsil yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat 
sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) 
dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari 
tetangga sekitar dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya. 
Mahar mengikuti mahar saudara perempuan pengantin wanita, jika tidak ada 
maka mengikuti ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia. 
Mahar mitsil juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut: 
1) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika 
berlangsungnya akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan 
istri atau meninggal sebelum bercampur. 
2) Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur 
dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah. 
Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah 
tafwidh. Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan sebagaimana Firman Allah 
SWT :  
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                               
                                      
Artinya : “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu 
menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan 
mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah 
kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang 
mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut 
kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang 
demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat 
kebajikan.”45 
Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya 
sebelum digauli dan belum ditetapkan jumlah maharnya juga, dalam hal ini istri 
berhak menerima mahar mitsil.
46
 
Setelah akad perkawinan, suami telah halal bergaul dengan istrinya, 
menurut jumhur ulama sebelum istri menerima pendahuluan mahar yang telah 
ditetapkan ia boleh menolak memberikan hak-hak suami atas dirinya. Ulama 
syafi‟iyah berpendapat bahwa jika istri menolak memberikan hak suami dia tidak 
disebut nusyuz dan oleh karenanya istri masih berhak mendapatkan nafkah dan 
perumahan dan hak-hak istri yang lainnya.
47
 
Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al Mishbah bahwa surah al-
Baqarah ayat 236 yang memuat firman Allah: “Selama kamu belum menyentuh 
mereka atau mewajibkan atas dirimu untuk mereka suatu kewajiban membayar 
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mahar” sehingga dengan demikian bila maskawin tidak disebut pada saat akad, 
perkawinan tetap sah.
48
 
Akibat hukum dari perkawinan yang akad nikahnya tanpa menyebut 
mahar adalah jika terjadi perceraian maka istri berhak atas hak-hak mereka, 
seperti hak nafkah, „iddah, mut‟ah, hak pembagian harta bersama, hak hadanah 
atas anak yang belum mumayyiz, dan hak kewarisan jika perceraian itu karena 
suami meninggal dunia.
49
 
Meskipun mahar dijelaskan bentuk, jenis dan nilainya dalam akad 
perkawinan, namun bila mahar tersebut tidak diserahkan secara langsung dalam 
akad yang dipersaksikan dua orang saksi maka bisa saja terjadi perselisihan 
diantara suami dan istri. Ulama Syafi‟iyah berpendapat jika terjadi perselisihan 
maka harus disumpah dan kembali kepada mahar mitsil sedangkan nikahnya tidak 
difasakh, sebagian yang lain mengatakan yang dibenarkan adalah ucapan suami, 
namun mahar dikembalikan kepada mahar mitsil.
50
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BAB III  
PRAKTIK BARANG PEMBERIAN PEMINANGAN YANG DIJADIKAN 
MAHAR DI DESA SRIWULAN KEC.LIMBANGAN KAB.KENDAL 
 
A. Monografi dan Demografi Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten 
Kendal 
1. Monografi Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal  
Desa Sriwulan merupakan salah satu desa di Kecamatan Limbangan 
Kabupaten Kendal. Desa Sriwulan adalah desa yang terletak di lereng gunung 
Ungaran. Luas  Desa Sriwulan adalah 104.337 Hektar. Berada pada ketinggian 
550 m di atas permukaan laut. Sebelah utara berbatasan dengan Dusun Balong, 
sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Borangan, sebelah barat berbatasan 
dengan Dusun Mangli, dan sebelah timur berbasan dengan Hutan Lindung. Desa 
Sriwulan termasuk desa yang kecil yakni hanya terdiri dari satu Dusun dan satu 
Krajan saja, berbeda dengan desa-desa di kecamatan Limbangan lainnya yang 
terdiri lebih dari dua Dusun. Desa ini memiliki 2 RW dan 5 RT. Berlokasi sekitar 
3,5 km dari kantor Kecamatan dan 40 km dari Kabupaten. 
1
 
Desa Sriwulan merupakan desa yang terletak di lereng gunung, sehingga 
sebagian masyarakatnya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Letaknya 
yang berada di lereng gunung Ungaran membuat desa ini memiliki sawah dan 
kebun yang cukup luas. Oleh karenanya hasil dari pekerjaan penduduk desa 
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berupa tanaman pangan, sayur, buah-buahan dan hasil kebun seperti kopi dan 
getah pinus. 
Mayoritas penduduk dari desa ini memang bekerja sebagai petani, akan 
tetapi seiring berkembangnya pengetahuan dan pendidikan membuat generasi 
muda sudah tidak lagi meneruskan pekerjaan orang tuanya sebagai petani akan 
tetapi pergi dari desa untuk bekerja sebagai pegawai pabrik serta pekerjaan 
lainnya diluar pertanian.
2
 
2. Demografi  
Demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan 
manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta 
bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, 
migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara 
keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, 
kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu.
3
 
Demografi Desa Sriwulan kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal pada 
bulan Maret 2015 adalah sebagai berikut : 
a. Pendidikan 
Keadaan atau kondisi penduduk suatu daerah sangat menentukan 
kemajuan daerahnya. Jumlah penduduk Desa Sriwulan berdasarkan daftar isi 
potensi Desa Sriwulan  2015 adalah sebanyak 613 orang, yang terdiri dari 315 
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orang laki-laki dan 298 orang perempuan dengan jumlah kepala keluarga 
sebanyak 164 KK.  
Secara umum, tingkat pendidikan penduduk dapat dikatakan masih rendah. 
Jumlah penduduk yang berijazah SMP jauh lebih besar dibanding dengan 
penduduk yang sampai tingkat SMA maupun perguruan tinggi. Hal ini terutama 
didominasi oleh penduduk perempuan karena paradigma masyarakat yang 
memandang bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena 
perempuan tersebut nantinya hanya akan menjadi seorang ibu rumah tangga saja. 
Jadi tidak mengherankan jika perempuan di desa ini hanya berijazah SMP.
4
 
b. Sosial ekonomi 
Sebagai desa yang terletak di pegunungan yang terdapat berbagai macam 
pertanian, sebagian besar mata pencaharian penduduk desa Sriwulan adalah 
bertani. Adapun data mata pencaharian penduduk desa Sriwulan adalah sebagai 
berikut : 
Tabel 1 
Mata Pencaharian Kepala Keluarga Masyarakat Desa Sriwulan  
Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal 
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No Mata Pencaharian Jumlah  
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5
 
Data diatas menerangkan tentang pekerjaan kepala keluarga di desa 
Sriwulan. Menurut data pada tabel tersebut dapat jelas kita ketahui jika sebagian 
besar masyarakat desa ini bekerja di sektor pertanian karena memang kondisi desa 
yang berada di lereng gunung Ungaran. Sebagian kecil saja yang punya keahlian 
lain selain pertanian. Sedangkan nelayan sama sekali tidak ada karena jauh dari 
laut. Keadaan Penduduk 
Pada umumnya penduduk di Desa Sriwulan hidup dengan hasil pertanian. 
Seluruh penduduk Desa Sriwulan memeluk agama dan tidak seorangpun yang 
tidak menganut kepercayaan. Sebagian besar penduduknya beragama Islam. 
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  Data dari Kelurahan Desa Sriwulan (Selasa, 31 Maret 2015 pukul 10.00) 
1 Karyawan 11 Orang 
2 Wiraswasta 18 Orang 
3 Tani 19 Orang 
4 Pertukangan 17 Orang 
5 Buruh Tani 76 Orang 
6 Pensiunan 2 Orang 
7 Nelayan - Orang 
8 Pemulung - Orang 
9 Jasa - Orang 
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Adapun jumlah penganut agama Islam adalah 600 orang, serta yang lainnya 
penganut agama Kristen 12 orang. 
Sebagai masyarakat pedesaan, masyarakat di Desa Sriwulan adalah 
masyarakat yang suka bergotong royong. Sehingga tidak mengherankan jika 
kegiatan seperti pembangunan rumah, menjaga kebersihan desa, membangun 
jembatan, jalan, dll tidak mengeluarkan biaya apapun karena mereka dengan 
sukarela bergotong royong untuk membangun desa. Masyarakat desa Sriwulan 
adalah masyarakat yang guyub dan tidak individualisme. Hal ini terlihat dengan 
adanya kelompok arisan, kelompok ibu-ibu PKK, yang diisi dengan kegiatan 
keagamaan, seperti barjanji, yasinan dan tahlil. 
6
 
c. Data penduduk menurut usia : 
Tabel 2 
Data Penduduk menurut usia kelompok pendidikan masyarakat Desa Sriwulan 
Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal 
 
 
TABEL 3 
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 Hasil pengamatan di Desa Sriwulan   
Kelompok Pendidikan 
No Kelompok Umur Jumlah 
1 04-06 tahun 32 Orang 
2 07-12 tahun 45 Orang 
3 13-15 tahun 18 Orang 
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Data Penduduk Kepala Keluarga menurut usia kelompok tenaga kerja 
masyarakat Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal 
  
 
 
 
 
7
 
Di desa ini banyak orang-orang yang menikah muda, jadi tidak 
mengherankan jika pertumbuhan penduduk di Desa Sriwulan cukup tinggi. 
Jumlah penduduk kelompok anak dan remaja yang belum produktif lebih besar 
dibanding pada usia produktif. Sementara sarana pendidikan hanya terdapat satu 
SD dan satu TK ( Taman Kanak-Kanak ), serta MDA ( Madrasah Diniyah 
Awaliyah) yang berisi pembelajaran tentang agama seperti mengaji dan hafalan 
Al- Qur’an.  
B. Praktek Barang Pemberian Peminangan Yang Dijadikan Mahar di Desa 
Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal  
Di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal ini telah terjadi 
praktek dimana ketika seorang laki-laki akan meminang perempuan untuk 
dijadikan istri mereka memberikan hadiah-hadiah yang bertujuan sebagai bukti 
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 Data dari Kelurahan Desa Sriwulan (Selasa, 31 Maret 2015 pukul 10.00) 
Kelompok Tenaga Kerja 
No Kelompok Umur Jumlah 
1 20-26 tahun 28 Orang 
2 27-40 tahun 32 Orang 
49 
 
keseriusan mereka untuk melangkah ke jenjang perkawinan.
8
 Dan ketika akad 
pernikahan berlangsung hadiah-hadiah peminangan ini dijadikan sebagai mahar. 
Sebagai contoh perhiasan emas seperti cincin, gelang, kalung dan lain-lain. 
1. Prosedur Pernikahan 
Untuk mempermudah jalanya proses dan pencacatan perkawinan, biasanya 
di desa-desa terdapat modin yang bertugas mengurus pencatatan perkawinan ke 
KUA. Jadi bukan pengantin sendiri yang mengurus pencatatan perkawinan 
tersebut. Akan tetapi di desa Sriwulan ini sudah bukan menjadi tugas dari modin 
lagi karena sudah terdapat seseorang dari Desa ini yang bekerja menjadi pembantu 
pencatatan pernikahan dari KUA yakni Bapak Mashuri. Sehingga semua 
penduduk desa yang akan melaksanakan pernikahan mengurus syarat-syaratnya 
kepada beliau.  
Hal ini tentu memudahkan bagi masyarakat desa yang akan 
melangsungkan pernikahan, karena mereka tidak perlu bersusah payah mengurus 
persyaratannya ke KUA yang terkadang bagi orang biasa menganggapnya rumit.
9
              
Dengan adanya petugas di desa ini tentunya memberi kemudahan serta 
membimbing tentang bagaimana dan apa saja yang harus dipersiapkan dalam 
menggelar acara pernikahan. Dalam pelaksanaannya Bapak Mashuri membantu 
mengurus syarat-syarat administratif untuk mencatatkan pernikahan di KUA 
Kecamatan Limbangan. Beliau juga yang bertugas mencari orang yang layak 
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untuk dijadikan saksi. Jadi pihak keluarga tidak perlu lagi bersusah payah 
menangani urusan baik secara administratif maupun pelaksanaan akad nikah.  
Sebagian besar masyarakat menggelar akad nikah dirumah mempelai 
perempuan, hanya sebagian kecil saja yang melaksanakan akad nikah di KUA 
Kecamatan Limbangan. Hal ini dikarenakan telah menjadi kebiasaan masyarakat 
untuk melaksanakan akad nikah di Masjid terdekat dari rumahnya.
10
 
2. Tata cara peminangan sampai pernikahan di Desa Sriwulan Kecamatan Kabupaten 
Kendal. 
Prosesi peminangan di Desa Sriwulan tidak jauh berbeda dengan 
peminangan pada umumnya. Peminangan ialah upaya ke arah terjadinya 
hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang 
laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan 
cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.
11
 Tata cara 
peminangan yang ada di masyarakat Desa Sriwulan ini adalah merupakan suatu 
hal yang sudah turun temurun dan dilakukan banyak warga masyarakat. 
a). Lamaran 
Lamaran atau peminangan ialah upaya ke arah terjadinya hubungan 
perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki 
meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara 
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yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.
12
 Seorang laki-laki yang 
hendak meminang yang dalam masyarakat disebut dengan nembung datang 
bersama keluarga terdekat yang berjenis kelamin laki-laki dan ada kalanya disertai 
dengan sesepuh desa misalnya Modin, Lurah, Pak Kyai dan lain-lain. 
  Pertemuan ini hanya laki-laki saja yang diperkenankan hadir, begitu juga 
dari pihak perempuan hanya ayah dan keluarga laki-laki saja yang hadir. Ketika 
semua sudah hadir dari pihak laki-laki menyampaikan kehendak dan maksud 
mereka datang kerumah calon mempelai perempuan. Selain menyampaikan 
kehendak mereka juga memberikan hadiah-hadiah sebagai bukti keseriusan untuk 
menuju jenjang perkawinan.  
Hadiah pertunangan dianggap penting untuk menghindari kekhawatiran 
jika lamaran ini hanya main-main saja. Akan merasa malu jika saat melamar tidak 
membawa hadiah apa pun karena akan ditanyakan oleh pihak perempuan.
13
 
Hadiah ini menjadi simbol jika peminangan ini benar-benar diharapkan sampai 
pada perkawinan. Hadiah ini biasanya berupa perhiasan emas, uang dan barang-
barang lain seperti baju dan kain. Menurut Ibu Fatimahtuzzahro, ketika lamaran 
berlangsung keluarga suaminya memberikan cincin, uang dan baju.
14
  
Disaat memberikan barang tersebut dari pihak laki-laki mengatakan bahwa 
barang tersebut adalah hadiah untuk calon mempelai perempuan. Kemudian 
barang-barang tersebut diterima oleh pihak perempuan yang dalam hal ini 
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diterima oleh ayah atau keluarga pihak perempuan karena calon mempelai 
perempuan tidak diperkenankan hadir dalam acara tersebut.  
b). Membalas Pinangan 
Sekitar satu minggu setelah acara lamaran, keluarga dari pihak perempuan 
yang berjenis kelamin laki-laki datang kerumah calon mempelai laki-laki untuk 
memberikan balasan atau jawaban yang dalam masyarakat setempat disebut 
dengan mbalesi . Dalam kesempatan ini pihak perempuan menerangkan jawaban 
tentang diterima atau ditolaknya lamaran pihak laki-laki yang dilakukan tempo 
hari.
15
  
Jika lamaran diterima maka dalam kesempatan itu pula dirundingkan 
tentang kapan waktu pernikahan dan bagaimana konsep acara pernikahan tersebut. 
Akan tetapi jika lamaran ditolak maka mereka meminta maaf dan mengembalikan 
hadiah-hadiah peminangan yang pernah diberikan pihak laki-laki. Meskipun 
biasanya pihak laki-laki menolak mengambil kembali dengan alasan barang 
tersebut sudah dihibahkan. 
c). Malam Khataman Al- Qur’an  
Telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dalam acara akad nikah 
mahar yang berupa barang atau perhiasan dibuat dan dibentuk sedemikian rupa 
sehingga terlihat cantik, seperti seperangkat alat sholat yang dibentuk seperti 
bunga, tempat perhiasan yang dibentuk seperti masjid, uang tunai yang dibentuk 
menjadi burung, bunga dan lain sebagainya.  
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 Wawancara dengan Ibu Nur (3 april 2015, pukul 17.00) 
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Malam hari sebelum akad nikah, biasanya mempelai laki-laki disertai 
keluarga dijemput untuk berada di rumah mempelai perempuan untuk menghadiri 
acara khataman Al Qur’an oleh mempelai perempuan atau yang mewakilinya. 
Saat datang kerumah mempelai perempuan, biasanya mempelai laki-laki telah 
datang beserta seluruh keluarga terdekatnya dan membawa berbagai macam 
seserahan, selain itu juga hadiah peminangan yang pernah diberikan itu diminta 
untuk dikemas karena akan dijadikan mahar keesokan harinya.  
Realitanya dalam praktek tersebut baik dari pihak laki-laki maupun 
perempuan tidak ada yang merasa keberatan atau tidak menerima, karena baik 
hadiah peminangan itu dijadikan mahar atau tidak itu sama saja karena nantinya 
juga akan tetap menjadi milik wanita. Dalam masyarakat tidak terjadi perbedaan 
antara hadiah peminangan maupun mahar, semua dianggap sama yakni akan 
menjadi milik mempelai wanita. 
d). Prosesi Akad Nikah 
Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, mempelai laki-laki dan wali 
akan mengucapkan ijab qabul di masjid. Tradisi masyarakat setempat tidak 
menyertakan mempelai perempuan dalam prosesi akad tersebut, mereka baru akan 
dipertemukan setelah akad nikah. Dalam prosesi akad nikah tersebut, mahar yang 
telah dikemas sedemikian rupa tersebut disertakan, jadi mahar yang diucapkan 
harus ada dalam akad tersebut.
16
 Setelah akad selesai, mempelai laki-laki dan 
perempuan dipertemukan dan mahar pun diserahkan langsung oleh mempelai 
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 Wawancara dengan Bapak Mashuri, (2 April 2015, pukul 19.40) 
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laki-laki kepada mempelai perempuan. Acara kemudian dilanjutkan dengan ritual 
adat jawa. 
Dalam prakteknya sebelum akad nikah dari pihak laki-laki meminta 
kembali hadiah peminangan dengan alasan untuk dikemas sedemikian rupa karena 
akan digunakan sebagai mahar. Baik pihak mempelai laki-laki maupun mempelai 
perempuan memang tidak ada yang merasa keberatan dengan praktek hadiah 
peminangan dijadikan mahar. Akan tetapi hadiah peminangan tersebut tergolong 
sebagai hibah dan menurut teori hibah, barang yang sudah dihibahkan tidak boleh 
diminta kembali. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 
 ْدَُعت َلا َو ُهَْعتَْبت َلا َّن َِبف َِكَتق َدَص ِْيف بَك ِِهَتق َدَص ِىف َِدئ بَعلا ِِهئَيق ِيف ُد وَُعي ِبْلَكل  
Artinya: “Janganlah kamu membelinya dan janganlah menarik kembali 
sedekahmu itu, karena orang yang menarik kembali sedekahnya seperti 
seekor anjing yang menjilat ludahnya”17 
Meskipun barang yang diminta kembali tersebut akan tetap menjadi milik 
mempelai wanita, namun tidak baik jika barang yang telah dihibahkan ditarik 
kembali karena sudah menjadi milik mempelai perempuan meskipun belum 
terjadi akad nikah. Berbeda dengan Mahar yang tidak bisa dimiliki kecuali adanya 
akad nikah karena mahar merupakan bagian dari hukum nikah, hukum tidak akan 
timbul kecuali setelah adanya akad. Selama akad belum dilaksanakan secara 
sempurna, mahar menjadi milik peminang secara murni.
18
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 Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Jakarta: Darussunnah, 2013, hlm. 18 
18
 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Op. Cit, hlm. 31 
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Sesuatu hal yang telah menjadi tradisi memang sulit dihilangkan, masyarakat 
beranggapan selagi tradisi itu dapat diterima dan tidak merugikan siapa pun maka 
akan terus berjalan. Begitu juga dengan praktek barang pemberian peminangan 
yang dijadikan mahar di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten 
Kendal. 
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BAB IV 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BARANG 
PEMBERIAN PEMINANGAN YANG DIJADIKAN MAHAR DI DESA 
SRIWULAN KEC. LIMBANGAN KAB. KENDAL 
A. Analisis Praktek Barang Pemberian Peminangan Yang Dijadikan Mahar di 
Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal 
Praktek pernikahan yang terjadi di masyarakat Desa Sriwulan Kecamatan 
Limbangan Kabupaten Kendal tidak berbeda dengan pernikahan pada umumnya. 
Pernikahan tetap berjalan sesuai dengan tuntunan hukum Islam dan ditambah 
dengan berbagai ritual adat Jawa. Yang membedakan adalah pada waktu 
peminangan yakni dengan memberikan hadiah-hadiah seperti perhiasan, uang dan 
baju. Hadiah-hadiah tersebut dianggap penting untuk sebagai perekat hubungan 
peminangan. Hadiah-hadiah tersebut tergolong kedalam pemberian atau hibah. 
Hadiah-hadiah tersebut akan diminta kembali sebelum akad nikah untuk dikemas 
sedemikian rupa karena akan digunakan menjadi mahar dalam akad nikah. Jadi 
barang-barang yang sudah diberikan saat peminangan itu adalah barang yang 
sama yang digunakan sebagai mahar saat akad nikah. 
Peminangan ialah upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara 
seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki meminta kepada 
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seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku 
di tengah-tengah masyarakat.
1
 
Tradisi yang berlaku dimasyarakat bahwa sebelum pernikahan diadakan 
acara peminangan terlebih dahulu. Meskipun peminangan tersebut tidak wajib 
namun karena sudah menjadi tradisi maka tidak lengkap jika pernikahan tanpa 
didahului dengan peminangan terlebih dahulu. 
Dianjurkan pula bagi pihak laki-laki untuk memberikan hadiah kepada 
pihak perempuan selama hal itu tidak memberatkan pihak laki-laki. Pemberian 
hadiah ini tidak diniatkan sebagai tali pengikat namun hanyalah untuk semakin 
mempererat silaturahmi diantara kedua belah pihak.
2
 
Tidak salah jika tradisi masyarakat membenarkan adanya pemberian yang 
berupa hadiah-hadiah saat peminangan. Hadiah yang diberikan oleh pihak laki-
laki kepada pihak perempuan wujudnya beragam sesuai dengan kemampuan calon 
mempelai laki-laki. Suatu Adat Kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) 
Hukum. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih sebagai berikut : 
   ُتَمَّكَحُم ُة َد بَعل ا yang artinya Adat Kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) 
Hukum. 
Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di 
masyarakat baik di dunia Arab maupun maupun di bagian lain termasuk 
Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang 
                                                          
1
 Tihami,Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 24 
2
 Ilham Abdullah, Kado Buat Mempelai, Yogyakarta: Absolut, hlm. 237 
58 
 
dianggap oleh massyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, 
disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut. Ketika Islam 
datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai uluhiyah (ketuhanan) dan 
nilai-nilai insaniyah (kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan 
masyarakat. Di antaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun 
aspek filosofisnya berbeda. Ada pula yang berbeda bahkan bertentangan dengan 
nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Di sinilah kemudian ulama membagi adat 
kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi al „adah al-shahihah (adat yang shahih, 
benar, baik) dan ada pula „adah al-fasidah (adat yang mufsadah, salah, rusak).3 
Adat yang telah berlaku di masyarakat Desa Sriwulan ini termasuk adat 
yang baik yakni al „adah al-shahihah karena dalam pelaksanaannya terdapat 
kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Kemaslahatan ini diantaranya adalah ketika 
pihak calon mempelai laki-laki melamar seorang wanita kemudian dia membawa 
benda-benda sebagai hadiah peminangan ini merupakan sebagai salah satu tanda 
wujud keseriusan bagi calon mempelai laki-laki dalam melamar yang diharapkan 
akan sampai pada jenjang perkawinan. 
Imam izzudin bin Abd. Al- Salim menyatakan bahwa kemaslahatan dan 
kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan al-syari‟ah. 
Sedangkan kemaslahatan dan kemafsadatan dunia saja bisa dikenal dengan 
pengalaman, adat kebiasaan, perkiraan yang benar, serta indikator. Abu Ishak al-
Syatibi menyatakan bahwa dilihat dari sisi bentuknya dalam realitas, adat dapat 
                                                          
3
 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta: Kencana, 2007,hlm. 78 
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dibagi dua; pertama al adah al-ammah (adat kebiasaan yang umum). Yaitu adat 
kebiasaan manusia yang tidak berbeda karena perbedaan waktu, tempat, dan 
keadaan seperti kebiasaan untuk makan, minum, khawatir, kegembiraan, tidur, 
bangun, dan lain-lain. Kedua, adat kebiasaan yang berbeda karena perbedaan 
waktu, tempat, dan keadaan seperti bentuk-bentuk pakaian, rumah, dan lain-lain.
4
 
Adat kebiasaan di masyarakat Desa Sriwulan ini termasuk adat kebiasaan 
yang berbeda karena terdapat perbedaan tentang tata cara dan proses 
peminangannya. Setiap peminangan dilaksanakan menurut adat kebiasaan 
masing-masing. Jadi tidak mengherankan jika adat peminangan antara desa yang 
satu dengan desa yang lainnya meskipun berdekatan akan berbeda. Akan tetapi 
dalam pelaksanaan pernikahan termasuk adat kebiasaan yang umum atau al adah 
al-ammah. Untuk prosesi pernikahan ini tidak jauh berbeda dengan pernikahan-
pernikahan yang lainnya. Acara pernikahan diaksanakan sesuai syari‟at Islam baru 
setelah itu dilanjutkan dengan ritual adat jawa. 
Ketika kaidah ini dikembalikan kepada ayat-ayat Al-Qur‟an dan hadis 
nabi, ternyata banyak ayat-ayat Al-Qur‟an dan hadis nabi yang menguatkannya. 
Sehingga kaidah tersebut setelah dikritisi dan diasah oleh para ulama sepanjang 
sejarah hukum Islam, akhirnya menjadi kaidah yang mapan. Dalam memutuskan 
suatu perkara setidaknya ada dua macam pertimbangan yang harus diperhatikan. 
Pertama, pertimbangan keadaan kasusnya itu sendiri, seperti apa kasusnya, di 
mana dan kapan terjadinya, bagaimana proses kejadiannya, mengapa terjadi dan 
siapa pelakunya. Kedua, pertimbangan hukum. Dalam pertimbangan hukum inilah 
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terutama untuk hukum-hukum yang tidak tegas disebutkan dalam Al-Qur‟an dan 
Al-Hadis, adat kebiasaan harus menjadi pertimbangan dalam memutuskan 
perkara.
5
 
Dalam kaitannya dengan masalah barang pemberian peminangan yang 
dijadikan mahar ini perlu berbagai pertimbangan untuk bisa memutuskannya. 
Dalam kasusnya sendiri adalah ketika prosesi peminangan pihak laki-laki 
memberikan berbagai hadiah kepada calon istrinya dengan maksud agar calon 
istrinya merasa jika pihak laki-laki serius untuk membawa acara lamaran ini agar 
sampai ke jenjang perkawinan. Acara lamaran ini berlangsung jauh-jauh hari 
sebelum acara pernikahan. Dan tradisi ini biasanya dilaksanakan oleh kedua calon 
mempelai yang sama-sama masyarakat asli desa tersebut. Masyarakat mengikuti 
tradisi ini dengan alasan sudah menjadi kebiasaan dari pernikahan orang-orang 
sebelumnya. Jadi mereka hanya melaksanakan apa yang sudah sering berlaku 
dalam masyarakat. Segala hal yang telah berlaku di masyarakat adalah sudah 
menjadi tradisi yang turun-temurun dilaksanakan. Jika tradisi ini tidak 
bertentangan dengan hukum Islam, maka tradisi tersebut tidak menjadi masalah 
untuk tetap dilaksanakan. Alasannya adalah baik pihak perempuan maupun laki-
laki tidak ada yang merasa dirugikan ataupun merasa keberatan dengan tradisi 
tersebut. Jadi kedua belah pihak saling menerima dan menjalankannya sesuai 
dengan keinginannya bukan karena paksaan. 
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B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Barang Pemberian Peminangan 
Yang Dijadikan Mahar di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten 
Kendal 
1. Terpenuhinya Syarat dan Rukun Nikah 
Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya 
suatu pekerjaan (ibadah). Dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. 
Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya 
suatu ibadah. Tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. 
Adapun selengkapnya Rukun nikah yaitu: 
1. Mempelai laki-laki dengan syarat-syarat yaitu Calon suami beragama Islam, 
Jelas bahwa calon suami adalah laki-laki, Orangnya diketahui dan tertentu, 
Calon suami halal menikah dengan calon istrinya, Tidak dipaksa dalam 
melakukan perkawinan, Tidak sedang ihram, Tidak mempunyai istri yang 
haram dimadu dengan calon istri, Tidak sedang mempunyi istri empat 
Menurut pengamatan Penulis, calon mempelai laki-laki yang akan menikah di 
Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal ini telah memenuhi 
semua syarat sebagai mempelai laki-laki. Tidak ada unsur kebohongan mengenai 
status dari mempelai laki-laki tersebut. Kejelasan status dari mempelai laki-laki 
ini sangat penting karena dikhwatirkan akan menimbulkan masalah di kemudian 
hari jika status mempelai laki-laki ini tidak jelas seperti, ternyata mempelai laki-
laki sudah memiliki istri lebih dari empat dan lain sebagainya.  
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Mempelai laki-laki di desa ini sudah memenuhi semua syarat, ini dibuktikan 
dengan tidak pernah ada masalah yang timbul akibat status suami yang tidak jelas. 
Yang jika ternyata ketidak jelasan status ini akan menimbulkan madharat terutama 
bagi mempelai perempuan. 
2. Mempelai perempuan dengan syarat-syarat sebagai berikut ; Beragama Islam, 
Jelas bahwa seorang wanita, Orangnya diketahui atau tertentu, Halal bagi calon 
suaminya, Tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam iddah, Tidak 
dipaksa, Tidak dalam keadaan ihram. 
Calon mempelai perempuan di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan 
Kabupaten Kendal ini telah memenuhi semua syarat menjadi calon istri. Ini 
dibuktikan dengan tidak pernah adanya masalah atau sengketa yang timbul setelah 
akad nikah. Kerelaan calon mempelai wanita ini sangat penting, sehingga tidak 
ada yang disebut nikah paksa. Karena yang sering terjadi adalah seorang 
perempuan dipaksa menikah oleh orang tuanya, dan akibat yang ditimbulkan 
adalah rumah tangga yang kurang harmonis. 
3. Wali dengan syarat sebagai berikut: laki-laki, Muslim, Baligh, berakal dan adil 
Dari pengamatan penulis, sebagian besar masyarakat di Desa ini dalam 
melaksanakan ijab qabul diwakili oleh penghulu dari KUA, masih sangat jarang 
bagi orang tua mempelai perempuan menikahkan sendiri anaknya. Hanya 
kalangan tertentu saja yang berani menikahkan sendiri anaknya, namun sebagian 
besar wali merasa takut dan tidak mampu sehingga mewakilkan ijab qabul itu 
kepada penghulu.  
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4. Dua orang saksi dengan syarat-syarat sebagai berikut: Berakal, Baligh, 
Merdeka, Islam, Kedua orang saksi dapat mendengar. 
Saksi dalam pernikahan di desa ini telah memenuhi syarat sebagai seorang 
saksi pada pernikahan, ini dibuktikan dengan tidak pernah adanya saksi yang 
cacat atau tidak memenuhi kriteria sebagai saksi dengan maksud saksi ini paham 
dan mengerti akan maksud dari akad nikah. Dua orang saksi ini biasanya satu dari 
pihak laki-laki dan yang satunya dari pihak perempuan. 
Tujuan dari adanya saksi ini untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan 
masyarakat. Sehingga akan menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk jika 
ada salah satu pihak yang mengingkari pernikahan tersebut.
6
 
5. Sighat ijab qabul 
Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan 
qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki. Ijab qabul dilakukan di dalam satu 
majelis dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul.
7
 
 Ijab qabul yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sriwulan Kec. Limbangan 
Kab. Kendal ini menggunakan bahasa indonesia sebagian kecil saja yang 
menggunakan bahasa Arab. Namun perbedaan penggunaan bahasa ini tidak 
mengurangi sah nya sebuah akad nikah. 
Imam  Syafi‟i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan 
oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota 
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badannya. Mahar merupakan syarat sah nya nikah, bahkan menurut Imam Malik 
mengatakannnya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah 
wajib.
8
 
Menurut Imam Malik bahwa mahar merupakan rukun nikah. mahar ialah 
pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon 
suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon 
suaminya. 
9
  
2. Benda-benda Yang Sah Dijadikan Mahar 
Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut: 
Pertama, Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, 
walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi jika 
mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah. 
Jika dilihat dari wujud bendanya, mahar di Desa Sriwulan Kecamatan 
Limbangan Kabupaten Kendal ini dapat dikatakan sah karena bendanya berharga 
seperti : perhiasan emas, seperangkat alat sholat dan uang tunai. Benda-benda 
tersebut berharga karena ada nilai dan manfaatnya. Jadi sudah sesuai dan layak 
dijadikan mahar. Barang-barang yang biasa dijadikan mahar ini sudah berlaku 
umum dan bentukny hampir sama antara yang satu dengan yang lain, hanya 
jumlahnya saja yang berbeda. Perbedaan jumlah banyak dan sedikitnya mahar ini 
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tidak mempengaruhi sah dan tidaknya pernikahan. Rasulullah pun menganjurkan 
untuk tidak berlebih-lebihan dalam memberikan mahar. 
Kedua, Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar barang haram 
dan tidak berharga. 
Mahar yang telah berlaku di masyarakat ini adalah benda yang suci, tidak 
pernah ada mahar yang berupa barang haram. Karena pernikahan itu adalah suci 
jadi maharnya pun juga harus suci. Selain itu juga bermanfaat seperti perhiasan 
emas bisa dipakai untuk berhias, seperangkat alat sholat dapat digunakan untuk 
menunaikan kewajiban seorang muslim yakni sholat, dan uang tunai bisa 
digunakan untuk bertransaksi.  
Ketiga, Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik 
orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena 
berniat akan mengembalikannya nanti. Memberikan mahar dengan barang hasil 
ghasab tidak sah tetapi akadnya tetap sah. 
Dari realita yang ada, mahar yang digunakan dalam akad ini adalah barang 
yang sudah diberikan sebagai hadiah peminangan. Namun barang tersebut bukan 
barang ghasab karena saat akan mengambil kembali untuk dikemas menjadi 
mahar ini dengan seijin pihak perempuan. Ghasab adalah mengambil barang milik 
orang lain tanpa seijinnya. Jadi pihak laki-laki tidak melakukan ghasab terhadap 
mahar yang diberikan kepada pihak perempuan. Akan tetapi jika dilihat dari teori 
hibah agaknya hukumnya berbeda, karena menurut teori hibah ini barang sudah 
dihibahkan tidak boleh diambil kembali. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 
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 َص ِْيف ْدَُعت َلا َو ُهَْعتَْبت َلا َّن َِبف َِكَتق َد بَك ِِهَتق َدَص ِىف َِدئ بَعلا ِِهئَيق ِيف ُد وَُعي ِبْلَكل  
Artinya: “Janganlah kamu membelinya dan janganlah menarik kembali 
sedekahmu itu, karena orang yang menarik kembali sedekahnya seperti 
seekor anjing yang menjilat ludahnya”10 
Keempat, Bukan barang yang tidak jelas keadannya. Tidak sah mahar dengan 
memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.
11
 
Mahar yang telah berlaku di masyarakat desa ini sah dijadikan mahar, karena 
barangnya jelas jenis dan bentuknya. Seperti perhiasan emas maka sudah jelas 
bahwa bendanya berupa perhiasan yang terbuat dari emas, seperangkat alat sholat 
jelas bahwa barang ini merupakan alat yang digunakan dalam menjalankan sholat 
dan uang juga telah jelas berapa besarnya waktu akad nikah.  
Mahar dalam kitab-kitab fiqh meskipun hukumnya wajib namun tidak mesti 
diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah. Oleh karena itu dapat disimpulkan 
bahwa mahar yaitu pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau 
barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan akibat 
berlangsungnya akad nikah. Jika seorang wanita memaafkan suaminya atas mahar 
yang belum dibayarnya, sebagian atau seluruhnya atau bahkan ia menyerahkan 
maharnya itu kepadanya maka yang demikian itu dibolehkan.
12
 
Sehingga akad nikah akan tetap sah meskipun maharnya belum ada asalkan 
seorang istri tersebut rela. Di masyarakat ini pihak perempuan tidak merasa 
                                                          
10
 Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Jakarta: Darussunnah, 2013, hlm. 18 
11
 Abdul Rahman Ghozali, Op. Cit, hlm. 88 
12
 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar,Hlm. 111 
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keberatan atau tidak rela dengan mahar yang berupa barang hadiah yang diberikan 
saat peminangan. Kerelaan ini menjadikan akad nikah tetap sah. Namun 
sebaiknya perlu dibedakan antara hadiah peminangan dengan mahar. Karena 
kedua bentuk pemberian tersebut menimbulkan akibat hukum yang berbeda.
13
 
 Hendaknya segala sesuatu yang kita kerjakan diniatkan untuk beribadah dan 
mengharap ridha Allah, hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan 
sudah jelas hukumnya baik di Al-Qur‟an maupun Hadits. Untuk itu sikap kehati-
hatian perlu kita lakukan untuk menghindari masalah yang mungkin akan timbul 
di kemudian hari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
13
Ahmad Rofiq, Op. Cit, hlm 89 
68 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pada uraian skripsi penulis yang berjudul ”Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Praktek Barang Pemberian Peminangan Yang 
Dijadikan Mahar”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  
1. Praktek Barang Pemberian Peminangan Yang Dijadikan Mahar di Desa 
Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal 
Prosesi pernikahan di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan 
Kabupaten Kendal ini tidak berbeda dengan pernikahan-pernikahan pada 
umumnya. Hanya dalam prakteknya ada sedikit adat yang membedakan, 
yakni ketika acara lamaran yang dalam Islam disebut dengan khithbah ini 
pihak calon mempelai laki-laki memberikan hadiah-hadiah sebagai tanda 
keseriusan. Selanjutnya ketika akad nikah, hadiah-hadiah yang sejatinya 
sudah dimiliki pihak perempuan tersebut diminta kembali unduk dijadikan 
mahar. Sebenarnya menurut teori hibah, barang yang sudah diberikan 
kepada seseorang haram untuk diminta kembali. Barang tersebut sudah sah 
menjadi milik pihak perempuan semenjak diterima yakni saat proses 
lamaran. Berbeda dengan mahar yang baru akan dimiliki ketika sudah 
akad nikah. Tradisi ini telah berlaku ditengah-tengah masyarakat dan 
sampai saat ini masih banyak yang mempraktekannya. 
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Barang Pemberian Peminangan 
Yang Dijadikan Mahar 
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Tradisi yang telah berlaku ditengah-tengah masyarakat memang 
sudah sejak lama berkembang, bagaimanapun bentuknya itu telah diterima 
dan dilaksanakan oleh masyarakat. Namun tidak semua tradisi 
berkembang sejalan dengan ajaran Islam. Seperti tradisi yang berlaku di 
Desa Sriwulan Kec. Limbangan Kab. Kendal ini, dalam ajaran Islam hibah 
atau hadiah ini telah sah menjadi milik penerima sejak saat diberikan dan 
haram hukumnya untuk diminta kembali. Akan tetapi yang terjadi di 
masyarakat Desa sriwulan ini, hadiah-hadiah peminangan diminta kembali 
walaupun nantinya akan tetap menjadi milik pihak perempuan karena 
barang-barang tersebut akan dijadikan mahar. Secara hukum Islam, 
pernikahan yang terjadi di masyarakat Desa ini sah karena telah memenuhi 
syarat dan rukun nikah. Menurut syarat sah benda dijadikan mahar juga 
sudah memenuhi kriteria, diantaranya: Harta/bendanya berharga, 
Barangnya suci dan bisa diambil manfaat,  Barangnya bukan barang 
ghasab, dan Bukan barang yang tidak jelas keadannya. Akan tetapi 
menurut teori hibah hal ini tidak diperbolehkan karena mengambil kembali 
barang yang telah diberikan hukumnya haram. Namun pernikahan tetap 
sah karena sudah memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan. 
B. Saran – saran 
Sebagai bahan pertimbangan akhir dalam skripsi ini, penulis akan 
menyampaikan beberapa saran yang dianggap perlu untuk diperhatikan 
bagi masyarakat Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal 
sebagai berikut: 
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1. Saran Kepada Mempelai 
Agar tidak menimbulkan madlorot di kemudian hari atau tidak 
terjadi apa yang tidak diinginkan, sebaiknya jika pihak laki-laki ingin 
memberikan hadiah-hadiah kepada calon mempelai perempuan saat 
peminangan maka sebaiknya hadiah itu adalah benar-benar hanya hadiah 
semata yang tidak akan diminta kembali walaupun nantinya lamaran itu 
akan berlanjut atau tidak ke jenjang perkawinan. Hadiah peminangan ini 
hukumnya tidak wajib, jadi jika hadiah ini memberatkan pihak laki-laki 
maka sebaiknya tidak perlu diadakan. Berbeda dengan mahar, dalam 
pernikahan mahar hukumnya wajib jadi harus ada meskipun nilainya tidak 
besar. Dengan demikian semestinya pihak laki-laki tidak perlu 
memberikan hadiah jika tidak mampu, karena yang terpenting bukan 
hadiah peminangan akan tetapi maharnya. Daripada hadiah peminangan 
diminta kembali untuk dijadikan mahar, lebih baik tidak memberikan 
hadiah peminangan namun benda itu diserahkan ketika akad untuk 
dijadikan mahar. 
2. Kepada Perangkat Desa 
Hendaknya bagi perangkat desa untuk lebih memberi pengetahuan kepada 
masyarakat dengan berbagai cara. Misalnya dengan memberikan 
penyuluhan atau pun pengetahuan agama. Hal ini tentu akan merubah cara 
pandang masyarakat dan bermanfaat bagi mereka. Apa yang diperintahkan 
oleh perangkat desa pasti akan dipatuhi oleh masyarakat. Sehingga ini 
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merupakan peluang yang bagus agar masyarakat mengerti dan mematuhi 
hukum yang sebenarnya. 
3. Kepada Tokoh Agama 
Untuk tokoh agama di Desa Sriwulan sebaiknya lebih mengkaji apa yang 
telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Meskipun ini sudah menjadi 
kebiasaan atau tradisi namun selayaknya perlu diberikan penjelasan 
hukumnya. Karena tidak menutup kemungkinan, hal yang sudah menjadi 
kebiasaan ini akan memunculkan masalah dimasa mendatang. Penjelasan 
hukum yang dilakukan oleh para tokoh agama tentu akan dianut oleh 
masyarakat, jadi Penulis berharap masyarakat bisa melaksanakan apa yang 
telah dikaji oleh tokoh agama. 
C. Penutup 
 
Puji dan syukur kehadirat Allah swt, karena berkah limpahan 
karunia serta inayah yang diberikan akhirnya penulisan karya ilmiah 
dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan. Hanya Allah sumber 
kebenaran dan kesempurnaan, sehingga tidak ada kebenaran kecuali atas 
petunjuk-Nya. 
Sebagai penghujung kata akhir dalam skripsi ini, penulis selalu 
menyadari akan kekurangan dan kelemahan yang ada meskipun usaha 
maksimal dan sungguh-sungguh disana-sini telah dilakukan. Semoga apa 
yang tersaji dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para 
pembaca secara umum dan bagi penulis sendiri secara khusus. Dan apabila 
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terdapat kekurangan dan kekhilafan, sebagai insan dhaif penulis mohon 
ma’af. Tidak lupa kritik dan dan saran konstruktif demi usaha perbaikan 
skripsi ini selanjutnya, akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.  
Semoga Allah swt. Selalu memberikan taufiq dan ridha serta 
hidayah-Nya kepada kita semua.  
Aamiin yaa rabbal ’aalamiin ... 
Semarang, Juni 2015 
Penulis, 
 
Fina Musfiroh 
NIM:112111005 
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